JAKPRO

KEPUTUSAN DIREKSI PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)

Nomor : 008/UT0000/111/1/2020

Tentang

KETENTUAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI PT JAKARTA PROPERTINDO

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

(PERSERODA) DAN ANAK USAHA

DIREKSI PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA),

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Perusahaan yang
baik dan bersih dari unsur korupsi maka Perusahaan memandang
perlu menetapkan kewajiban bagi Direksi, Pejabat Struktural dan
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis di PT Jakarta
Propertindo untuk menyampaikan LHKPN kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK);

b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu
ditetapkan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) Di PT Jakarta Propertindo
(Perseroda), dengan Keputusan Direksi PT Jakarta Propertindo
(Perseroda);

1. Pasal 2, Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun
2010 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta;

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik
Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara;

5. Memo Internal No.009/KU3000/103/1V/2018 tentang Pengajuan
Ketentuan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyekenggara Negara (LHKPN) di PT Jakarta Propertindo;

Akta Pendirian Nomor 21 Tanggal 5 Agustus 1997, yang dibuat
dihadapan Ida Fidiyantri, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H.,
Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar mana telah diumumkan dalam
Berita Negara Rl Nomor 15 Tanggal 20 Pebruari 1998 Tambahan
nomor 1149, dan telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana
ternyata dalam Akta Nomor 3 tanggal 04 Juni 2008 Nomor 3, dibuat
dihadapan Wahyu Nurani, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor AHU-90180.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008,
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan dengan
perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 119 tanggal 28 Agustus
2019 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di
Jakarta, perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapat
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-
0062159.AH.01.02.Tahun 2019 Tanggal 31 Agustus 2019 serta
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Rl sesuai dengan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-
AH.01.03-0323986 Tanggal 31 Agustus 2019 dan susunan pengurus
terakhir dimuat dalam Akta Nomor 22 Tanggal 14 September 2018,
yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta,
yang pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-02433753 tanggal 18
September 2018 dan Akta Nomor 86 Tanggal 24 Juli 2019, yang
dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, yang
pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0302616 tanggal 24
Juli 2019

MEMUTUSKAN:

KETENTUAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI PT JAKARTA
PROPERTINDO (PERSERODA) DAN ANAK USAHA

Menetapkan Pejabat sebagai berikut, wajib menyampaikan LHKPN
kepada KPK :

1. Direksi dan Dewan Komisaris, di Perusahaan

Direksi dan Dewan Komisaris Anak Usaha.

Senior Manager/General Manager.

Strategic Business Unit (SBU) Head dan Kepala Proyek.

Manager di Divisi Sekretaris Perusahaan, Manager dan Auditor
Utama di Divisi Internal Audit, Manager dan Pelaksana Ahli di
Divisi Pengadaan, Manager di Divisi Akuisisi Lahan dan Manager
di Divisi Pengelolaan Aset.

o h DN

Bahwa Pejabat yang disebutkan dalam Diktum PERTAMA diatas
wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
1. Pengangkatan pada saat pertama kali menjabat.

2. Pengangkatan kembali setelah berakhirya masa jabatan atau
pensiun.
3. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

4. Setelah diterbitkannya keputusan bagi yang belum pernah
menyampaikan LHKPN kepda KPK.

Penyampaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal pengangkatan pertama/pengangkatan
kembali/berakhirnya jabatan. Khusus bagi yang belum menyampaikan
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

Tembusan :
1. Dewan Komisaris
2. Arsip

diberikan waktu 1 bulan setelah keputusan ini terbit.

Penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun
sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksudkan pada Diktum
KEEMPAT disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31
Maret tahun berikutnya.

Penyampaian LHKPN dilakukan secara langsung vyaitu melalui
website elhkpn.kpk.go.id atau melaui media lain, dengan format yang
ditentukan oleh KPK. Bukti penyampaian LHKPN tersebut aslinya
diserahkan kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penyampaian
LHKPN oleh Pejabat.

Apabila pejabat-pejabat sebagaimana disebut dalam Diktum
PERTAMA tersebut tidak melaksanakan kewajiban penyampaian
LHKPN dan tidak memberikan keterangan yang benar mengenai
Harta Kekayannya, maka Pejabat tersebut dapat dikenakan sanksi
aministratif berupa Surat Teguran ke-1, ke-2 dan ke-3 dan selanjutnya
Pejabat tersebut dipandang tidak cocok menempati jabatan tersebut
dan segera dilakukan evaluasi.

Menugaskan Divisi Sumber Daya Manusia untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan penyampaian LHKPN ini sesuai ketentuan yang diatur
dalam Keputusan Direksi ini.

Dengan berlakunya Keputusan ini Surat Keputusan Direksi Nomor
005/UT2000/111/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Ketentuan
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) di PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam keputusan ini,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2020

PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)
Direktur Utama

DWI WAHYU DARYOTO%
A
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DATA WAJIB LAPOR LHKPN PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Anak Usaha

PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

No Nama Fyabutansas A Y meei R bl g
1{Dwi Wahyu Daryoto Direktur Utama
2|Yuliantina Wangsawiguna Direktur Keuangan
3|M. Hanief Arie Setianto Direktur Pengembangan Bisnis
4|M. Taufiqurrachman Direktur Operasi
5|Daryanto Komisaris
6|Hadi Prabowo Komisaris
7|Yusmada Faizal Komisaris
8|Mario Admenotti Lewenussa General Manager
9|Iwan Takwin General Manager

—
(=)

Mas Dharmawan Suryadi

General Manager

p—
—

Andam Dewi

General Manager

12|Edi Alpian General Manager
13|Rr. Luky Ismayanti Senior Manager
14|Asep Kandar Senior Manager
15|Nastasya Y Bhayangkara Senior Manager
16|Tito Hadi Dewan Senior Manager

17|Surjorimba Suroto

Senior Manager

18|Ira Kreshna

Senior Manager

19{Hani Sumarno

Senior Manager

20{Dwi Budi Sulistyana

Senior Manager

21|Hendri Saputra

Senior Manager

22|Sulistya

Senior Manager

23|Erfianto Riesa Nursamsi

Senior Manager

24|Sigit Sanjaya

Plt Senior Manager

25| Tanbari Manager
26[Adityawarman Nugroho Manager
27|Adhi Wiraja Riu Auditor Utama
28|Achmad Ismarwan Manager
29|Mulya Hernandang D Manager
30|Budi Setiawan Nurcahyo Pelaksana Ahli
31|Tri Widodo Manager

32 (Muharam Noor

Manager




33|Putra Perdana Manager
34{Ibnu Gumelar Manager
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo
No Nama |Jabatan
1|Gunung Kartiko Direktur Utama
2|Sholihin Direktur Keuangan
3|Dwi Wahyu Daryoto Komisaris Utama
4|Boy Devries Komisaris
PT Pulo Mas Jaya
No Nama ~ |Jabatan
1|Yudha Merghana Ketaren Direktur Utama
2|Roswita Nilakurnia Direktur Keuangan & SDM
3|Hendy Gunawan Direktur Pengembangan & Operasional
4|M. Hanief Arie S Komisaris Utama
5|Riyadi Komisaris
PT LRT Jakarta
No Nama L dabatant i
1{Wijanarko Direktur Utama
2|Rudy Hartono Direktur Keuangan & Pengembangan Bisnis
3|G. Indarto Wibisono Direktur Operasi & Perawatan
4|M. Hanief Arie S Komisaris
PT Jakarta Utilitas Propertind
No Nama : |Jabatan =
1|{Ario Pramadhi Direktur Utama
2|MC Budi Setyono Direktur
3|Achmad Fauzi Direktur
4|Wahyu A. Harun Komisaris Utama
5|Wismanto Bimam Kusumaedi Komisaris
6|Idrus Salim Al Jufri Komisaris
PT Jakarta Konsultindo
No Nama Jabatan
1|Maryanti Kusuma Asmara Direktur utama
2|Dharmananda lukito Direktur
3| Yuliantina Wangsawiguna Komisaris Utama
4|Pirton Roul Hutagalung Komisaris




Ki Wihkpn

T FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-REGISTRATION LHKPN *)
(Diisi oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja)
S .Admin ihstansi .Admin Unit Kerja Berttand (xhpadi 53

NIK : ?

NAMA LENGKAP
TEMPAT / TANGGAL LAHIR :

JENIS KELAMIN : (@) Laki-laki (O Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI ' R
INSTANSI TR ' ‘ ' N
UNIT KERJA

SUB UNIT KERJA

JABATAN

ALAMAT EMAIL

TULIS ULANG ALAMAT EMAIL
NOMOR TELEPON

NOMOR HP

DASAR PENUNJUKAN : Nomor SK

Tanggal SK

a. Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan |
negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk
melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. |

¢ Aplikasi e-Registration LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang |
digunakan oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja untuk mengelola data kepegawaian PN secara online |
melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat |
elhkpn.kpk.go.id.

d.  Administrator KPK, selanjutnya disebut sebagai Admin KPK adalah pejabat/pegawai KPK yang ditunjuk oleh |
KPK untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN.

e. Administrator Instansi, selanjutnya disebut sebagai Admin Instansi adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk
oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan instansinya. 3

f. Administrator Unit Kerja, selanjutnya disebut sebagai Admin Unit Kerja adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk
oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan unit kerjanya pada |
masing-masing instansi. ,

8. Username adalah identitas unik merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh KPK yang dimiliki oleh setiap
Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi
e-Registration LHKPN, \

h.  Password adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Admin Instansi / Admin |
Unit Kerja serta harus dicantumkan/diinput oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja pada saat menggunakan |
Aplikasi e-Registration LHKPN.

Keterangan *) Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib melampirkan:

1. Fotokopi KTP

2. Fotokopi SK Penunjukan/Surat Tugas sebagai Admin Instansi / Admin Unit Kerja

Paraf Admin Instansi /
Admin Unit Kerjo

|
|
{
|
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Edisi 1.0

RAT PENGGUNAAN APLIKAS| E-REGISTRATION LHKPN

Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah memiliki Surat Keputusan atau Surat Tugas penunjukkan sebagai
Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan instansinya.
Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan
Aplikasi e-Registration LHKPN yang dapat diperoleh di KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id
atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat Admin Instansi / Admin Unit Kerja berdinas.

Admin Instansi / Admin Unit Kerja harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.

Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah mendapatkan Username dan Password dari KPK untuk keperluan
aktivasi di situs e-Registration LHKPN.

ETENTUAN PENGGUNAAN APLIKA

Rp Rl St o SRS S R AT S ARE V: BN
Admin Instansi / Admin Unit Kerja dapat menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN untuk mendapatkan
informasi dan/atau melakukan aktivitas elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.

Pada saat pertama kali menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN, Admin Instansi / Admin Unit Kerja

diharuskan melakukan aktivasi akun dengan mengklik tautan (/ink) yang telah dikirimkan oleh KPK ke alamat j

email yang didaftarkan oleh KPK / Admin Instansi. Tautan ini akan mengarahkan Admin Instansi / Admin Unit

Kerja ke halaman Login di Aplikasi e-Registration LHKPN.

Untuk Login pertama kali, Admin Instansi / Admin Unit Kerja diminta untuk memasukan Username dan

Password yang telah dikirimkan oleh KPK melalui alamat email yang telah didaftarkan oleh Admin Instansi /

Admin Unit Kerja.

Setelah berhasil Login, Aplikasi e-Registration LHKPN akan mengarahkan Admin Instansi / Admin Unit Kerja

untuk mengganti Password.

Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN:

1) Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib memastikan ketepatan pengisian atau perubahan data PN yang
telah didaftarkan telah sesuai dengan petunjuk pengisian atau perubahan data PN yang didaftarkan
secara online. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang mungkin timbul dari
kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan pengisian data tersebut oleh Admin
Instansi / Admin Unit Kerja.

2) Admin Instansi wajib melakukan verifikasi data PN yang telah diinput baik oleh Admin Instansi maupun
Admin Unit Kerja.

KPK menerima dan mengolah data kepegawaian dari Admin Instansi / Admin Unit Kerja sesuai dengan

ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.

Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengetahui dan menyetujui bahwa:

1) dengan menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN, semua aktivitas elektronik dari Admin Instansi /
Admin Unit Kerja yang antara lain terdiri atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi
email, disimpan secara elektronik dalam database KPK.

2) semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbal balik melalui alamat email resmi KPK
antara lain di elhkpn@kpk.go.id dan alamat email Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang didaftarkan
dapat dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik maupun dokumen tertulis yang memiliki kekuatan
pembuktian.

KPK berhak menghentikan Aplikasi e-Registration LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu

tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain

dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala
konsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aplikasi e-Registration kepada siapapun.

| Paraf Admin Instansi / i
| Admin Unit Kerjo
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RNAN N PASSWORD - ik ; : )

1. JJernean sswrdmerupakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada dan
melekat pada masing- masing Admin Instansi / Admin Unit Kerja. Username bersifat' tetap c.ian tnf:lak d.apat.
diubah kembali, sedangkan Password dapat diubah sesuai keinginan Admin Instansi / Admin Unit Kerja di
Aplikasi e-Registration LHKPN.

2. Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib mengamankan Password dengan cara:

a. tidak memberitahukan Password kepada orang lain

b. tidak mencatatkan Password pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
c. melakukan aktivasi dan mengganti Password sesegera mungkin setelah dikirimkan oleh KPK.

d. mengganti Password secara berkala.

3. Dalam hal Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengetahui atau menduga Username dan Password telah
diketahui dan/atau disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berwenang maka Admin Instansi / Admin Unit
Kerja wajib segera melakukan pengamanan dengan mengganti Password. Apabila karena suatu sebab Admin
Instansi / Admin Unit Kerja tidak dapat mengganti Password maka Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib
memberitahukan secara tertulis kepada KPK.

4. Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oleh KPK maka seluruh aktivitas

elektronik atas Username dan Password milik Admin Instansi / Admin Unit Kerja sepenuhnya menjadi

tanggung jawab Admin Instansi / Admin Unit Kerja.

‘ 'LIKAS! e-REGISTRATION LHKPN

Akses Aplikasi e-Registration LHKPN akan dihentikan oleh KPK apabila:
a.  Admin Instansi / Admin Unit Kerja meninggal dunia;
b.  Admin Instansi / Admin Unit Kerja berganti;

¢.  Admin Instansi / Admin Unit Kerja tidak mengingat informasi Username, Password dan alamat email yang
didaftarkan;

d. diterimanya laporan tertulis dari Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengenai dugaan atau diketahuinya
penggunaan Username dan Password oleh pihak lain yang tidak berwenang;

e. KPK melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

f. terdapat sebab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis.
2. Untuk melakukan aktivasi kembali, Admin Instansi / Admin Unit Kerja harus menghubungi Pengelola LHKPN di

lingkungan Instansi tempat Admin Instansi / Admin Unit Kerja berdinas atau KPK.

PERNYATAAN KPK MENGENAI KEBUAKAN AKSES DAN PRIVASI
Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses Admin Instansi / Admin Unit Kerja ke Aplikasi
e-Registration LHKPN. Penandatanganan Formulir ini dan penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN oleh Admin

Instansi / Admin Unit Kerja menunjukkan bahwa Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah menerima dan
mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada Jaminan

Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung dalam Aplikasi
e-Registration LHKPN, namun informasi dan materi disampaikan kepada Admin Instansi / Admin Unit Kerja dalam
keadaan “sebagaimana adanya”, tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada
pemberian jaminan atas tidak adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus komputer.
Pengungkapan Informasi

KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai Admin Instansi / Admin Unit Kerja selain untuk

kepentingan pengumuman harta kekayaan kepada publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi
publik.

Pengaksesan Aplikasi e-Registration LHKPN dari Tautan Situs Lainnya
Apabila Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengakses e-Registration LHKPN dari tautan (link) dalam situs lainnya
maka KPK tidak bertanggung jawab atas kebijakan hak pribadi (privacy policy) atau isi dari situs tersebut.

Komunikasi Internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh Admin Instansi / Admin
Unit Kerja, baik langsung maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang
diakibatkan oleh transmisi terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas Internet, transmisi data yang tidak
tepat sehubungan dengan sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

Paraf Admin Instansi / -!
| Admin Unit Kerjo }
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